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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya partisipasi publik dalam
pengawasan penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi yang sering kali
berujung pada penghentian penyidikan tanpa transparansi. Fenomena ini
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di
Indonesia. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, ketentuan mengenai
pthak ketiga berkepentingan yang berwenang mengajukan Permohonan
praperadilan terhadap penghentian penyidikan masih menimbulkan perdebatan.
Legal standing organisasi anti korupsi dalam permohonan praperadilan menjadi isu
yang krusial untuk diteliti, karena dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk
berperan aktif dalam proses hukum. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia,
Penelitian ini bertujuan untuk Pertama: mengidentifikasi kriteria organisasi yang
sah sebagai pemohon praperadilan. Kedua: mengkaji pengujian pemenuhan kriteria
tersebut dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen
terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum.
Pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Nomor 99/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
sebagai bahan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama:Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Nomor 98/PUU-X/2012 telah memperluas makna
“pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP untuk mencakup
organisasi masyarakat seperti organisasi anti korupsi yang memperjuangkan
kepentingan umum. Kedua: Praktik pengadilan masih menunjukkan
ketidakkonsistenan dalam menafsirkan legal standing, sebagaimana terlihat dalam
putusan MAKI vs KPK, di mana permohonan ditolak meski organisasi telah
memenuhi syarat legalitas, kepentingan, dan kegiatan konkret,hal ini menegaskan
pentingnya reformulasi hukum acara pidana yang lebih responsif dan akomodatif
terhadap peran organisasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, untuk
memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem hukum. .

Kata Kunci: Legal standing,Praperadilan, Korupsi.
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ABSTRACT

This research is motivated by the importance of public participation in
monitoring law enforcement, especially in corruption cases that often result in
termination of investigations without transparency. This phenomenon reduces
public trust in law enforcement agencies in Indonesia. In the context of Indonesian
criminal procedure law, provisions regarding third parties with interests who are
authorized to file pretrial motions against termination of investigations are still
controversial. The legal standing of anti-corruption organizations in pretrial
motions is a crucial issue to study, because it can provide space for the public to
play an active role in the legal process. In the context of Indonesian criminal
procedure law, this research aims to: First: identify the criteria for legitimate
organizations as applicants for pretrial motions. Second: examine the testing of
the fulfillment of these criteria in judicial practice.

This research uses a normative legal method with a statutory approach and
a case approach. Data were obtained through document studies of statutory
regulations, court decisions, and legal literature. The case approach focuses on
Decision Number 99/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel. as analysis material.

Based on the research results, it can be concluded that First: The
Constitutional Court through Decision Number 98/PUU-X/2012 has expanded the
meaning of "interested third party" in Article 80 of the Criminal Procedure Code
to include community organizations such as anti-corruption organizations that
fight for the public interest. Second.: Court practices still show inconsistencies in
interpreting legal standing, as seen in the MAKI vs KPK decision, where the
application was rejected even though the organization had met the requirements
of legality, interests, and concrete activities, this emphasizes the importance of
reformulating criminal procedural law that is more responsive and
accommodating to the role of community organizations in eradicating corruption,
to ensure transparency and justice in the legal system.This research is motivated
by the urgent need for public participation in controlling law enforcement,
especially in corruption cases that often result in termination of investigations
without transparency. In the context of Indonesian criminal procedure law, the
provisions regarding the parties authorized to file pretrial motions against
termination of investigations are still controversial, especially regarding the legal
standing of civil society organizations. This research aims to: First: identify the
criteria for legitimate organizations as applicants for pretrial motions. Second:
examine the testing of the fulfillment of these criteria in judicial practice.

Keywords: Legal Standing, Pretrial, Corruption.
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